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Abstrak
Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk demokrasi di sebuah Pemerintahan tingkat Desa. Demokrasi dalam konteks Pemilihan Kepala Desa dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Dalam masa transisi menuju demokrasi seperti yang terjadi di Indonesia saat ini salah satunya di Kabupaten Bojonegoro, penyalahgunanaan wewenang yang di lakukan oleh pejabat atau lembaga perwakilan rakyat masih banyak terjadi. Mekanisme demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa masih jauh dari sempurna dan belum menjamin terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam pelaksaanaan Pemilihan Kepala Desa sering terindikasi kuat terjadinya pelanggaran, terjadi antara calon dan anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih. Pada pemilihan kepala desa inilah penduduk melalui kepala keluarga sering menerima uang ataupun bantuan lain dari calon Kepala Desa maupun tim sukses untuk memberikan suaranya dan adakalanya hal tersebut terkadang disebut juga sebagai zakat. Padahal tindakan seperti ini tidak dibenarkan dalam Undang – Undang yang berlaku di Indonesia. Karena pada dasarnya tindakan tersebut termasuk dalam kategori praktik politik uang. Soal politik uang sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat terdahulu ataupun sekarang, mayarakat beranggapan politik uang menjadi hal yang wajib pada waktu pelaksaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa praktik politik uang dan penegakan hukum dalam proses Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Bojonegoro kususnya di Desa Tlogorejo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Desa Tlogorejo. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan, Perangkat Desa Tlogorejo, Para pihak yang melakukan praktik politik uang dan sebagian masyarakat Dusun Bakalan. Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa informasi dan diklarifikasi secara sistematis. Hasil pengolahan data dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro sudah dilakukan oleh Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan, tapi masih banyak ditemukan praktik politik uang di dalam Pemilihan Kepala Desa salah satunya di Desa Tlogorejo. Bentuk upaya hukum preventif berupa sosialisasi sebelum dilaksanakannya pemilihan serta upaya hukum represif berupa pemberian sanksi kepada para pelaku dari pihak yang berwajib. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum praktik politik uang yang paling berpengaruh adalah budaya dan tingkat kesadaran masyarakat. Upaya lain yang harus di lakukan adalah pemberian pendidikan politik secara turus menerus di kalangan masyarakat tentang bahayanya politik uang di dalam suatu pemerintahan.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Desa Tlogorejo, politik uang, pemilihan Kepala Desa.
Abstract

Village Head Election is a form of democracy in a village level government. Democracy in the context of the Election of Village Heads can be understood as an acknowledgment of diversity and participatory political attitudes of the community within the framework of democratization at the village level. In the transition to democracy like what is happening in Indonesia today, one of which is in Bojonegoro Regency, abuse of authority by officials or institutions representing the people is still common. The mechanism of democracy in the Election of Village Heads is far from perfect and does not guarantee the formation of a clean and authoritative government. In the implementation of the Election of Village Heads, there are often strong indications of violations occurring between candidates and community members who have the right to vote. In this village head election, residents through the head of the family often receive money or other assistance from the prospective village head and the success team to vote and sometimes it is also referred to as zakat. Even though this kind of action is not justified in the applicable law in Indonesia. Because basically these actions are included in the category of money politics practices. The issue of money politics has become a culture among the people before or now, the community considers money politics to be a must at the time of the implementation of the democratic election of the Village Head. The purpose of this research is to find out and analyze the practices of money politics and law enforcement in the process of the Village Head Election that took place in Bojonegoro, especially in Tlogorejo Village. This research is an empirical juridical research located in Tlogorejo Village. The data used are primary data and secondary data. Data collection is done through interviews and documentation. The informants in this study were the District Level Supervisory Committee, Tlogorejo Village Officials, the parties who practiced money politics and part of the Bakalan Hamlet community. Data processing is done by checking information and clarifying systematically. The results of data processing were analyzed qualitatively. The results showed that law enforcement efforts towards money politics practices in the Election of Village Heads in Bojonegoro District had been carried out by the District and District Level Supervisory Committees, but there were still many practices of money politics in the Election of Village Heads, one of them in Tlogorejo Village. Preventive legal remedies take the form of socialization prior to elections and repressive legal remedies in the form of sanctions for perpetrators from the authorities. The most significant constraints faced in law enforcement efforts are the culture and the level of public awareness. Another effort that must be undertaken is the provision of continuous political education in the community regarding the dangers of money politics in a government.
Keywords : Law Enforcement, Tlogorejo Village, Money Politics, Village Head Election.   

PENDAHULUAN
Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repulik Indonesia (Pasal l angka 5 Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 2005 tentang Desa). Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.

Kepala Desa adalah pemimpin formal masyarakat desa. Theodore M. Smith menyatakan bahwa Kepala Desa adalah semacam ”raja kecil” di daerahnya (Koentjaraningrat, 1984: 198). Dengan adanya sebutan raja timbullah kesan bahwa seorang Kepala Desa tentunya memiliki kekuasaan yang besar di wilayahnya dan memegang kekuasaan yang menentukan dan harus memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemerintahan desa (Koertohadikoesoemo, 1984: 191). 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengatur tentang Desa, Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah kecil yaitu desa yang dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang berlaku dengan masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan Ketentuan tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa.
Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dalam sistem pemerintahan desa telah dikenal sistem demokrasi yang terlihat dengan adanya musyawarah yang dilakukan untuk mencapai mufakat dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam desa. Bentuk lain dari cerminan sistem demokrasi di desa dapat dilihat dengan adanya proses pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara langsung yang pada waktu itu diatur oleh Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014  tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diterbitkan untuk melaksanakan Ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan perlunya menetapkan Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa.

Permendagri 112 tahun 2014 diterbitkan untuk mengisi kekosongan posisi Kepala Desa sekaligus dalam rangka implementasi Undang-Undang Desa. Dengan terbitnya Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa ini akan menjadi dasar hukum pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan Pemilihan Kepala Desa di masing – masing daerah  secara serentak ataupun bergelombang mulai di tahun 2015. Sebab jika tidak ada kepala desa Definitif maka syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan UU Desa di tahun 2015 menjadi kurang sempurna dan menjadi dasar alasan pemerintah Daerah Kabupaten / Kota untuk tidak dapat melakukan implementasi UU Desa di tahun 2015. 

Secara historis pemilihan Kepala Desa telah berjalan lama dan bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik partisipasi masyarakat dalam demokratisasi di tingkat desa. Menengok pada aspek kesejarahan pemilihan Kepala Desa di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak masa penjajahan, bahkan sejak masa VOC (Vireenigde Ostindische Compagnie) di Jawa pada waktu itu sudah diadakan pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh rakyat, walaupun yang dimaksud pemilih pada waktu itu hanyalah kalangan terbatas saja seperti kalangan elite desa maupun keturunan dari Kepala Desa yang sebelumnya. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, pemilihan kepala desa dilakukansecara langsung oleh masyarakat dengan hanya diwakili oleh seorang kepala keluarga dari sebuah keluarga saja.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005, desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Selain peraturan tersebut di Kabupaten Bojonegoro juga terdapat Peraturan Bupati Bojonegoro No. 29 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 13 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, maka Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro, baik yang dilaksanakan secara serentak maupun antar waktu harus diselenggarakan dengan baik, tertib dan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
Secara umum, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas telah mengatur hal-hal yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, baik di tingkat Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Desa. Namun begitu, masih terdapat beberapa ketentuan pasal per pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, yang masih memerlukan petunjuk pelaksanaan mengenai hal-hal yang bersifat teknis. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Bupati Bojonegoro Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa ini, diperlukan dalam rangka memberikan pedoman yang lebih implementatif terkait ketentuan beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana dimaksud.

Pada pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro yang digelar serentak pada tanggal 30 November 2016 lalu,kususnya pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Tlogorejo. Desa Tlogorejo terletak di Kecamatan Kepohbaru, yang merupakan Kecamatan yang berada di ujung timur di Kabupaten Bojonegoro dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan. Desa Tlogorejo  merupakan salah satu dari 32 desa yang ada di Bojonegoro yang ikut melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak pada waktu itu. Di Kecamatan Kepobaru sendiri terdapat tiga Desa yang ikut melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak, selain Desa Tlogorejo ada Desa Sumberagung dan Desa Sidomukti yang keduanya wilayahnya berada tidak jauh dari kantor Kecamatan dan Kepolisian setempat. Sedangkan untuk wilayah Desa Tlogorejo terletak di pinggiran dan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Baureno, melihat letak wilayah Desa Tlogorejo yang jauh dari Instansi Pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten maka untuk pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Tlogorejo sangantlah minim, sehingga sangat rentan terjadinya praktik politik uang (money politics) dan pelanggaran lain pada pemilu maupun pilkades pada November 2016 lalu dan sebelumya. Desa Tlogorejo sendiri terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu Dsn. Bakalan, Dsn. Delik, Dsn. Tengger, dan Dsn. Karanggayam.Jumlah penduduk yang ada di Desa Tlogorejo pada tahun 2016 sebanyak 2406 jiwa, dari 2406 jiwa yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa yang di laksanakan pada tanggal 30 November 2016 sebanyak 1862 jiwa.

Total keseluruhan Jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Tlogorejo sebanyak 650 kepala keluarga, dari 650 kepala keluarga tersebut terdapat 1862 penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa yang digelar di Desa Tlogorejo dan mempunyai tiga calon Kepala Desa yang akan memimpin pemerintahan Desa tersebut.

Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo yang digelar pada tanggal 30 November  2016 lalu ada 3 (tiga) kandidat yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa. Kandidat nomor satu atas nama Bapak Muslim sebagai kandidat yang pertama, kandidat nomor 2 (dua) atas nama Bapak Masdolah dan yang terakhir kandidat Nomor 3 (tiga) atas nama Bapak Sunardi. Dari masing masing calon berasal dari Dusun yang berbeda, Bpk. Muslim dari Dusun Tengger, Bpk. Masdolah dari Dusun Bakalan, dan Bpk. Sunardi dari Dusun Delik.
Selanjutnya, untuk perolehan jumlah suara dari masing – masing calon dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

	No
	Nama Calon Kepala Desa
	Jumlah Perolehan Suara

	1.
	Bpk. Muslim
	656

	2.
	Bpk. Masdolah

	639

	3.
	Bpk. Sunardi
	448

	
	JUMLAH
	1.743


Data dari jumlah perolehan suara dari masing – masing calon Kepala Desa, dan dapat dilihat untuk perolehan suara terbanyak di menangkan oleh kandidat nomor 1 (satu) yaitu Bpk. Muslim dengan jumlah 656 suara. Dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih tersebut ada beberapa penduduk yang tidak menggunakan hak pilihnya karena berhalangan hadir dan penduduk yang menggunakan hak pilihnya tetapi tidak menggunkan hak pilihnya dengan sebaik mungkin yang termasuk dalam suara tidak sah. Berikut data penduduk yang hadir dan data suara yang sah pada Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo.

	Peserta yang hadir
	1811

	Peserta yang tidak hadir
	51

	Suara yang sah
	1743

	Suara yang tidak sah
	68


Jumlah peserta yang hadir dan jumlah suara yang sah pada pemilihan Kepala Desa Tlogorejo, dari total keseluruhan penduduk yang hadir untuk melakukan pencoblosan sebanyak 1811 penduduk, dan jumlah suara yang sah sebanyak 1743 suara.
Dalam masa transisi menuju demokrasi seperti yang terjadi di Indonesia saat ini salah satunya di Kabupaten Bojonegoro, penyalahgunanaan wewenang yang di lakukan oleh pejabat atau lembaga perwakilan rakyat masih banyak terjadi. Mekanisme demokrasi, seperti pemilu ataupun pilkades masih jauh dari sempurna dan belum menjamin terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa Pada pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro yang digelar serentak pada tanggal 30 November 2016 lalu, kususnya pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Tlogorejo, penduduk pemilih melalui kepala keluarga sering menerima uang ataupun bantuan lain dari calon Kepala Desa maupun tim sukses untuk memberikan suaranya dan adakalanya hal tersebut terkadang disebut juga sebagai zakat. Padahal tindakan seperti ini tidak dibenarkan dalam Undang – Undang yang berlaku di Indonesia. Karena pada dasarnya tidakan tersebut termasuk dalam kategori praktik politik uang (money politics). 
Secara umum politik uang (money politics) merupakan suatu bentuk pemberian berupa uang, barang atau janji menyuap seseorang supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih salah seorang kandidat pada saat Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Desa. Calon pemimpin suatu daerah yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat dalam berkampanye, bisa dikenakan hukuman pasal pidana.
Pelanggaran money politics diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012,  mengatur larangan melakukan politik uang terutama pada pasal 86 ayat (1) huruf J. Berbunyi: pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, kepada peserta kampanye pemilu. Larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana pada pasal 301 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, yang menyatakan setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu, secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.
Karena letak wilayah Desa Tlogorejo yang terbilang jauh dari jangkauan pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan menjadi salah satu penyebab minimnya pengawasan oleh aparat penegak hukum, dan kesadaran masyarakat tentang praktik politik uang yang rendah. Sebagian besar masyarakat menganggap pemberian materi berupa uang ataupun sembako yang dilakukan oleh calon pemimpin dianggap upah melakukan pencoblosan di TPS, bahkan ada yang beranggapan politik uang (money politics) merupakan pestanya rakyat kecil, karena kapan lagi pemimpin memberikan materi berupa uang, kalau bukan saat pemilihan. 

Politik uang sendiri dilakukan oleh pelaku dengan berbagai cara demi tersampaikannya tujuan. Dua bulan sebelum hari dilakukaknnya pemilihan, para calon kades mengadakan acara silaturrahmi dan mengumpulkan masyarakat setempat di kediamannya untuk mencari dukungan, dan memberikan bantuan berupa uang dan sembako yang dianggap sebagai zakat. Setelah itu praktik politik uang kembali dilakukan lagi  pada saat kampanye dan menjelang pencoblosan lebih tepatnya setelah sholat subuh yang biasanya masyarakat menyebutnya dengan serangan fajar, karena diwaktu tersebut adalah waktu yang paling tepat. Dalam keadaan yang seperti inilah yang membuat para calon bersaing secara terbuka dalam hal praktik politik uang (money politics)dan tidak memperdulikan pihak lain seperti Aparat Kepolisian maupun panitia pemilihan yang mempunyai wewenang sebagai penegak hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.Intinya semua itu dilakukan agar para calon kepala desa mendapat dukungan suara penuh dari pemilih dan dapat memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa. Meskipun sebenarnya sudah ada himbauan dari Pemkab melalui Panitia Pengawas dan Aparat Kepolisian yang akan memberikan sanksi tegas kepada calon kades dan para pihak yang melakukan politik uang.
Masyarakat bahkan sudah menganggap politik uang sudah menjadi adat yang melekat dari dulu sampai sekarang setiap ada Pemilihan Kepala Desa, sehingga segala carapun dilakukan oleh kandidat calon untuk melancarkan misinya agar bisa memenangkan konstentasi Pemilahan Kepala Desa. Selain itu persaingan politik uang (money politics) diantara calon kades juga tidak bisa dihindarkan karena tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam menghadapi persoalan politik uang.  Persaingan yang ketat seperti inilah yang dapat memunculkan sensitifitas antar pendukung yang sangat tinggi dan berpotensi terjadinya korupsi yang dilakukan pihak yang akan memenangkan pemilihan kepala desa nantinya. 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam jurnal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik politik uang dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Tlogorejo?

2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa untuk mencegah adanya  praktik money politics dalam proses pemilihan Kepala Desa di daerah Bojonegoro dan apa saja kendalanya?

METODE

Metode penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu penelitian hukum normatif (kepustakaan) dan penelitian hukum empiris (sosiologis) (Fajar dan Achmad, 2007:109). Berdasarkan kasus pada penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan Non Judicial Case yaitu pendekatan studi kasus hukum yang tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Tlogorejo, Kec. Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Informan  kunci  (key  informan) dalam penelitian ini adalah mereka  yang  mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan  utama mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunankan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A.
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan hal yang penting dan akan memberikan pengaruh terhadap permasalahan yang akan diangkat. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari kondisi geografis, karakteristik masayarakat, serta peraturan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Kabupaten Bojonegoro memiliki luas wilayah 2.307 km², terbagi dalam 28 kecamatan, 11 kelurahan dan 419 desa, Kecamatan kepohbaru sendiri memiliki luas wilayah 79,64km² yang terdiri dari 25 desa. Letak Kota Kecamatan berada pada perbatasan antara Bojonegoro-Lamongan, dari segi topografi wilayah Kecamatan Kepohbaru merupakan dataran rendah yang pada musim penghujan sering dilanda banjir di area petaniannnya dan sebalikanya pada musim kemarau sering terjadi kekeringan. Desa Tlogorejo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kepohabaru yang berada di ujung utara Kecamatan Kepohbaru dan berjarak kurang lebih 15 km dari kantor Kecamatan Kepohbaru dan berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Baureno. Mata pencaharian masayarakat Desa Tlogorejo sebagian besar adalah petani.
B. Data Panitia Pengawas Penyelenggara Pemilihan    Kepala Desa

Panitia Pengawas Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan. Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di bentuk guna pemantapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Bojonegoro dibentuk langsung oleh Bupati Bojonegoro yang tertera dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/57/KEP/412.11/2014 tentang Panitia Pengawas Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut :
	No.
	Jabatan Dalam Tim
	Jabatan Dalam Dinas

	1.
	Pembina
	a. Bupati Bojonegoro ;

b. Wakil Bupati Bojonegoro ;

c. Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro ;

d. Komandan Distrik Militer Bojonegoro 0813 Bojonegoro ;

e. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro ;

f. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro ;

g. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

h. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro.

	2.
	Pengarah
	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.

	3.
	Ketua
	Asisten Pemerintah Sekda Kabupaten Bojonegoro.

	4.
	Wakil Ketua
	Inspektur Kabupaten Bojonegoro

	5.
	Sekretaris
	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro

	6.
	Anggota
	a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro ;

b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro

c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro ;

d. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro ;

e. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang – undangan Setda Kabupaten Bojonegoro ;

f. Kepala Satuan IPP pada Kepolisian Resort Bojonegoro ;

g. Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro ;

h. Pasi Intel pada Komando Distrik Militer 0813 Bojonegoro.


Adapun tugas dari Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan mengenai tahapan pelaksananaan Pemilihan Kepala Desa ;

2. Bersama dengan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan melaksanakan pemantauan proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ;

3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa ;

4. Melakukan kajian dan penanganan atas penyeleaian permasalahan dalam penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

5. Memberikan masukan dan saran tindak sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati Bojonegoro untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.

     Selain Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan juga mempunyai susunan anggota dan tugas, berikut ini merupakan susunan anggota pada Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan :

	No
	Jabatan Dalam Tim
	Jabatan Dalam Dinas

	1.
	Ketua
	Camat di Kecamatan yang bersangkutan

	2.
	Sekretaris
	Sekretaris Camat di Kecamatan yang bersangkutan

	3.
	Anggota
	a. Kepala Polisi Sektor di Kecamatan yang bersangkutan ;

b. Komandan Rayon Militer di Kecamatan yang bersangkutan ;

c. Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan yang bersangkutan ;

d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan yang Bersangkutan ;

e. 1 (satu) orang staf di Kecamatan yang bersangkutan


Berikut ini merupakan tugas dari Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan :

1. Memberikan arahan teknis mengenai persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;

2. Melakukan penelitian administratiftahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;

3. Melaksanakan sosialisasi tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;

4. Mengawasi dan mengendalikan penetapan biaya Pemilihan Kepala Desa ;

5. Mengawasi dan dapat mengambil langkah langkah yang di perlukan pada jalannya Pemilihan Kepala Desa.

C. Data Calon Kepala Desa di Desa Tlogorejo

Pada tanggal 30 November 2016 kabupaten Bojonegoro melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak di 32 Desa yangslah satunya Desa Togorejo Kecamatan Kepohabaru. Pencalonan Kepala Desa di Desa Tlogorejo di ikuti oleh 3 (tiga) kandidat calon, sebagai berikut :
1. Bpk. Muslim

     Beliau merupakan Kepala Desa Tlogorejo periode tahun 2011 – 2016 yang berasal dari Dusun Tengger. Sebelumnya beliau adalah seorang Kepala Sekolah di SMA Ahmad Yani Baureno Bojonegoro sejak tahun 2001 kemudian setelah pensiun pada Desember 2010, pada tahun 2011 beliau mencalonkan diri sebagai kandidat calon Kepala Desa Tlogorejo dan memenangkan pencalonan tersebut. Selama memimpin sebagai Kepala Desa Tlogorejo beliau terkenal sebagai sosok yang ramah dengan masyarakat, dan dikenal oleh lapisan masyarakat sebagai bapak pembangunan, karena sejak kepemimpinan beliau semua akses jalan yang ada di desa dan jalan yang menghubungkan ke desa tetangga maupun akses jalan menuju lahan persawahan mengalami perubahan yang pesat dan diperbaiki menggunakan sistem pavingasi sesuai dengan anjuran Bupati Bojonegoro pada waktu itu.

2. Bpk. Masdolah

Beliau merupakan orang baru dalam Pemilihan Kepala Desa di Tlogorejo yang berasal dari Dusun Bakalan. Sebelumnya beliau pernah bekerja di luar negeri (Brunei Darussalam) selama 12 tahun dari tahun 1999 sampai tahun 2011 setelah itu beliau membuka usaha toko bahan bangunan yang ada di dekat pasar Kecamatan Baureno. Selain sebagai pengusaha toko bangunan Bapak Masdolah juga merupakan tokoh agama yang ada di Dusun Bakalan dan dikenal sebagai orang yang taat beribadah dikalangan masyarakat Desa Tlogorejo. Karena merasa dirinya mendapat dorongan dan dukungan dari tokoh masyarakat yang lain pada tahun 2016 beliau ikut mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa untuk bersaing dengan Kepala Desa yang lama yaitu Bapak Muslim.

3. Bpk. Sunardi

     Beliau juga termasuk orang yang baru dalam pentas demokrasi pemilihan Kepala Desa Tlogorejo yang berasal dari Dusun Delik. Bapak Sunardi adalah pensiunan seorang Guru di SDN Prayungan yang merupakan salah satu Sekolah Dasar yang ada di  Kecamatan Sumberjo. Selain seorang guru beliu juga terkenel sebagai pengusaha penggilingan padi dan tengkulak tembakau pada musim kemarau. Beliau juga dikenal ramah dimata masyarakat umumnya di kalangan para petani dan merasa dirinya dikanal banyak masyarakat beliau bertakat untuk ikut bersaing dalam pemilihan Kepala Desa pada 30 November 2016 lalu, untuk bersaing melawan Bapak Muslim dan Bapak Masdolah.
D. Sejarah Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tlogorejo

Tidak diketahui dengan pasti kapan politik mulai ada dalam pemilihan kepala desa di Tlogorejo, akan tetapi masa dahulu penentuan pilihan seseorang untuk memilih calon Kepala Desa banyak di pengaruhu oleh kedekatan hubungan kekerabatan dan hubungan sosial yang baik dengan anggota masyarakat lainnya. Calon Kepala Desa yang mempunyai saudara atau kerabat terbanyak dan hubungan sosialnya paling banyak biasanya akan memenangkan proses pencalonan. Lebih – lebih calon Kepala Desa yang dekat sosialnya dengan pemuda – pemuda warga desa, maka akan semakin banyak pendukungnya dikarenakan pemuda saling berkumpul dan berorganisasi di masyarakat. Pada masa itu belum banyak orang yang berpendidikan shingga model – model kampanye visi dan misi dari setiap calon Kepala Desa belum dikenal masyarakat sekitar. 

Setelah zaman Reformasi terjadi perubahan besar besaran dalam proses Pemilihan Kepala Desa. Cara berfikir masyarakat berubah kearah yang salah, kebanyakan waraga masayarakat bersedia datang ke TPS jika ada pesangon (sebutan uang pemberian calon Kepala Desa untuk setaiap pemilih) sebagai ganti upah dari kerja disawah sehari sekitar Rp. 20.000 hingga Rp. 40.000, dikarenakan banyak warga masyarakat desa yang bekerja sebagai petani / buruh tani untuk mencukupi kebutuhan hidup. Semakain bertambahnya tahun beberapa periode pada waktu mendekati proses pencalonan Kepala Desa, warga masyarakat Desa Tlogorejo merasa senang dengan menganggap masa seperti ini pesta makanan, barang, janji dan uang yang berlimpah pemberian dari masing – masing calon Kepala Desa.
E. Bentuk Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tlogorejo

1. Bpk. Muslim



Dua bulan sebelum pemilihan, beliau beserta keluarga mengumpulkan orang – orang yang dapat di percaya untuk menjadi tim suksesnya. Setelah mendapatkan tim sukses maka agenda berikutnya melaksanakan rapat tertutup yang dilaksanakan dirumah calon Kepala Desa / di rumah tim sukses yang bersedia untuk di tempati dan di sepakati bersama untuk dilakukan seminggu dua kali. Para tim sukses yang sudah di percaya dan dikumpulakan dalam rapat membahas tentang strategi money politics yang nantinya akan membagikan uang satu bulan sebelum pemilihan berlanjut saat kampanye sampai menjelang pemilihan Kepala Desa. Tim sukses dari calon Kepala Desa ini memberikan uang dengan jumlah total Rp. 400.000 / orang, para tim sukses memeberikan uang dengan mendatangi ke setiap rumah penduduk pada malam hari dan kadang pagi hari mulai satu bulan sebelum pencoblosan. Selain Uang beliau juga membagikan kalender, kaos dan juga membagikan beras 7 kilo kepada seluruh masyarakat dan 10 kilo kepada masyarakat yang kurang mampu, janda dan anak yatim.
2. Bpk. Masdolah

Satu bulan setengah sebelum masa pencoblosan, beliau beserta keluarga mengumpulkan orang – orang yang dapat di percaya untuk menjadi tim suksesnya. Tim suksesnya ada yang berasal dari kerabat dekat, remaja atau pengurus masjid, anggota oraganisasi karangtaruna dan pencak silat yang ada di Tlogorejo dan masyarakat yang dekat dengan beliau. Dengan Tim sukses rata – rata yang masih muda sekitar usia 25 – 40 tahun. Beliau ini memilih tim sukses yang rata – rata masih muda dikarenakan dengan alasan jika masih muda biasanya mempunyai banyak kenalan dan banyak pengaruh di masyarakat. Selain mengumpulkan tim sukses dan mengadakan rapat, satu bulan sebelum pemilihan beliau juga mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk mangadakan istighosah setiap malam jumat di rumahnya dan menjamu masyarakat yang hadir mengikuti istighosah. Tim sukses dari calon Kepala Desa ini memberikan uang sebesar Rp. 400.000/orang, tim suksesnya mencatat siapa – siapa saja yang akan di berikan uang dengan mendatangi ke setiap rumah penduduk yang di berikan uang, dan mencari informasi tentang berapa jumlah uang yang di berikan oleh lawan. Beliau juga membagikan kalender dan kaos, selain itu juga kerudung yang dibagikan untuk ibu – ibu, dan juga membagikan beras sebesar 8 kilo ke masayarakat tertentu yang dianggap netral dan yang diprediksi mendukungnya. 

3. Bpk. Sunardi

Satu bulan setengah sebelum dilaksanakannya pencoblosan beliau sama seperti yang dilakukan calon Kepala Desa lain, yaitu mengumpulkan orang – orang yang dapat dipercaya untuk dijadikan tim sukses. Setelah mengumpulkan tim sukses maka setiap hari rabu dan sabtu malam mengadakan rapat rutinan yang dilakukan dirumahnya dan dirumah saudaranya yang bernama Bpk. Sutrisno yang juga menjadi tim suksesnya secara bergantian pada pukul 19.30 WIB untuk membicarakan strategi – strategi yang akan digunakan nantinya untuk menghadapi lawan. Setiap tim sukses yang bergabung dengannya akan diberikan uang agar semua tugas – tugas yang disusun dalam rapat rutinan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Tim sukses membeikan uang kepada penduduk dengan rata – rata sebesar Rp.350.000/orang. Tim sukses memberikan uang dengan cara mendatangi rumah penduduk dan mendatangi waraung – warung kopi yang ada di Tlogorejo. Karena di warung kopi lah biasanya orang – orang membicarakan soal pilkades dan tim sukses mengambil kesempatan dengan cara mempengaruhi orang – orang yang ada di situ dan menggratiskan semua makanan dan minuman yang diambil oleh penduduk yang waktu itu berada di warung kopi. Mengetahui kedua lawannya membagikan kalender dan kaos beliau membagikan 5 kilo bibit padi dan  7 kilo beras ke masayarakat yang dianggap mendukungnnya.
F. Upaya Penegakan Hukum Politik Uang dalam Pilkades di Bojonegoro

1. Upaya Preventif, yaitu berupa upaya-upaya awal yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pilkades dan pihak Kepolisian,  untuk mencegah terjadinya politik uang (Money Politic). Pada tanggal 20 November 2016 Bupati Bojonegoro Bapak Suyoto sebagai Pembina Panitia Pengawas tingkat Kabupaten memberikan pengarahan dan mengadakan pertemuan  mulai dari aparat keamanan, para calon kepala desa , BPD dan Panitia Pengawas Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan tingkat Desa di Pendopo Bojonegoro.

2. Upaya Represif, yaitu upaya yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini pada terjadinya politik uang (Money Politic)  Panitia Pengawas dan aparat yang berwajib sebagai penegak hukum dalam pemilihan Kepala Desa dapat melakukan penindakan langsung apabila adanya laporan dan betul adanya kegiatan politik uang (Money Politic).
G. Kendala dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang dalam Pilkades di Bojonegoro
1. Kebudayaan 

     Bagi masyarakat Bojonegoro kususnya masyarakat Desa Tlogorejo politik uang sudah menjadi hal yang wajar dalam suatu pemilihan. Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh di tolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri masyarakat Desa Tlogorejo.

2. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang politik uang

   Tidak semua orang / masyarakat tahu apa itu politik uang, bagaimana bentuknya, serta apa dampak bagi masyarakat dan bangsa dari politik uang. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik uang maupun ilmu politik di sekolah – sekolah maupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik uang.
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya Penulis dapat menyimpulkan yakni sebagai berikut :
1. Pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat Desa Tlogorejo pada Pilkades 2016 memang memberikan pengaruh yang cukup signifikan dimana mayoritas masyarakat Desa Tlogorejo yang menerima politik uang turut berpartisipasi dalam pilkades walaupun dalam pemberian uang maupun barang kepada pemilih tidak menjamin dalam menentukan pilihan masyarakat dalam memberikan suara kepada pemberi. 

2. Faktor – faktor yang melatarbelakangi Politik uang di masyarakat Desa Tlogorejo dalam pelaksananaan pemilihan Kepala Desa 2016 yaitu yang utama karena adat istiadat kebiasaan ketika Pemilihan Kepala Desa, masalah ekonomi, pendidikan politik dimasayarakat yang sangat minim dan kesepakatan kerja yang dijalin antara pemilih sehingga masyarakat cenderung terbukadan meneriama adanya kegiatan politik uang yang dilakukan oleh kandidat dan menerima segala macam bentuk pemberian. 

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat diambil saran baik yang sifatnya mengkritisi maupun mengaplikasikan untuk memperoleh masukan-masukan, baik secara teori maupun praktek untuk kedepannya, antara lain sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pendidikan politik secara terus menerus di dalam masyrakat tentang akibat  atau dampak negatif dari Politik Uang. Hal ini dilakukan untuk membentuk pandangan masyarakat bahwa politik uang memiliki dampak – dampak yang merugikan dalam jangka panjang apabila salah dalam menentukan pilihan calon pemimpin. Perlu juga menekankan kepada pemilih agar lebih mengutamakan memilih berdasarkan rekam jejak atau track record calon kepala daerah. Selain itu diharapkan dapat mengontrol tindakan timses para kandidat maupun para calon kades agar bersama sama berjuang secara fair.

2. Pemikiran calon kandidat dimana politik uang sebenarnya tidak terlalu menjamin kepastian akan jumlah suara yang didapat sesuai dengan dana yang telah dikeluarkan dan perlunya. Ada aturan yang jelas dan tegas untuk diberlakukan kepada masyarakat melalui pendekatan secara personal apabila ada oknum atau tim sukses yang melakukan politik uang untuk menolak pemberian atau menerima pemberiannya tetapi jangan memilih pasangan kandidat yang mereka dukung, karena jelas mereka sudah melakukan tindakan yang salah yakni tindakan yang termasuk ke kategori korupsi dengan memberikan sogokan. 
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